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 Mengamati drama sengketa antar para anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat panitia khusus (pansus) Bank Century yang cukup seru, muncul 
pertanyaan “Siapakah sebenarnya yang layak menyandang predikat politikus 
atau politisi?” Dalam pengertian klasik politisi adalah orang-orang yang 
hidup dalam dan mengatur polis. Aristoteles dalam karyanya Politik 
membedakan polis (negara kota) dengan oikos (rumah tangga). Polis dan oikos 
adalah dua kutub yang saling berlawanan. Dalam oikos berlaku relasi antara 
menguasai dan dikuasai. Hal ini tampak jelas dalam kehidupan rumah 
tangga. Namun hubungan rumah tangga ini diangkat Hannah Arendt ke 
tingkat yang lebih tinggi (abstrak) dan mengubahnya menjadi kategori 
pemikiran politis. Artinya, oikos dipahami lebih dari sekedar kehidupan 
keluarga konkrit, tetapi juga sebagai modus sosialisasi prapolitis suatu 
masyarakat. Tulis Arendt, “Semua konsep kita tentang tatanan politis, 
seperti konsep dikuasai-menguasai, negara, dan konsep pemerintahan, dapat 
dipandang sebagai prapolitis. Mereka tidak termasuk dalam polis.”  
 Sejak Plato kehidupan bersama dalam polis dipahami sebagai suatu 
upaya untuk merealisasikan kebaikan (agathon). Demikian pula Aristoteles. 
Baginya, negara bukan sekedar sebagai sarana mempertahankan kehidupan 
(survival), tetapi juga sebagai jalan manusia untuk mencapai kesempurnaan 
hidup. Dengan latar belakang filsafat klasik ini, Arendt memahami polis 
sebagai ruang komunikasi. Jadi, baginya, polis bukan hanya sekedar tembok 
kota untuk melindungi warga dari serangan musuh, tetapi terutama 
merupakan ruang untuk mewujudkan kebebasan politik. Polis merupakan 
sarana berbicara dan bertindak dalam kesalingan dan dalam kebersamaan.  
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 Jadi, hakekat polis adalah kebebasan. Artinya, di dalam polis orang 
berusaha untuk meyakinkan orang lain melalui kata-kata, bukan melalui 
paksaan atau kekerasan. Memaksa orang lain dengan kekerasan, memerintah 
dan bukannya dengan meyakinkan, oleh orang Yunani dianggap sebagai cara 
pergaulan yang prapolitis, yaitu pergaulan dalam rumah tangga yang 
dipimpin secara despotis oleh kepala keluarga. Lalu pertanyaan muncul 
apakah para pelaku drama di gedung DPR yang membahas persoalan Bank 
Century, dapat kita sebut sebagai para politisi sebagaimana dipahami 
Arendt? Sudahkah komunikasi para anggota Dewan menerapkan sikap 
meyakinkan orang lain melalui kata-kata, dan bukan melalui paksaan atau 
kekerasan? Apakah caci maki, umpatan, dan omelan di antara sesama 
anggota Dewan dan para undangan yang diduga terlibat kasus tersebut 
merupakan ungkapan komunikasi politis? Hal ini masih dapat kita 
perdebatkan. 
Politik dipahami dalam kategori kebebasan, sementara antipolitik 
dimengerti dalam kategori penguasaan. Mungkinkah para politisi Anggota 
Dewan kita yang terhormat sebenarnya masih dalam taraf antipolitik, yang 
masih menekankan penguasaan terhadap lawan daripada memberi 
kebebasan pada sesamanya untuk berpendapat? Jika mereka lebih 
menekankan kekerasan, paksaan, tekanan, daripada komunikasi dan  
kebebasan, maka mereka bukan tergolong politisi dalam pengertian Arendt. 
Mereka masuk dalam kategori prapolitik. Memang mereka mempunyai 
kekuasaan, tapi kekuasaan bukanlah alasan bagi mereka untuk memaksakan 
kehendak. Bagi Arendt kekuasaan bukan sebagai peluang untuk 
memaksakan kehendak sendiri dalam sebuah hubungan sosial.  
Jadi, politisi tentu bukan orang yang suka memaksakan kehendak, 
tetapi mau menerima perbedaan dan mengedepankan komunikasi. 
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Pengertian ini mengingatkan kita pada sosok Abdurrahman Wahid atau Gus 
Dur, Presiden Republik Indonesia keempat. Salah satu pengagum beliau, 
sekaligus seorang kelirumolog, Jaya Suprana, dalam Harian Seputar Indonesia 
(23 Januari 2010) menulis, “Semua berebut untuk memuji sikap dan perilaku 
Gus Dur di masa kehidupan tokoh pemuka NU yang sangat dihormati dan 
dihargai masyarakat internasional sebagai tokoh pluralis dan humanis sejati.” 
Semua ini tidak lain berkaitan dengan gaya kepemimpinan Gus Dur baik di 
NU maupun ketika menjadi Presiden RI. Di masa hidupnya dia dikenal 
sebagai orang yang sangat toleran terhadap perbedaan, memberi tempat 
pada orang-orang yang terpinggirkan. Karena itu dalam pandangan Jaya 
Suprana Gus Dur dapat dilihat sebagai seorang politikus yang menggunakan 
kekuasaan sebagai sarana solidaritas politis para warganya. 
Sebagaimana dikatakan Arendt, “Kita senantiasa mengalami 
kekuasaan jika kata-kata dan perbuatan-perbuatan saling terkait, di mana 
kata-kata tidak kosong dan perbuatan-perbuatan tidak bungkam dan 
berubah menjadi kekerasan, di mana kata-kata tidak disalahgunakan untuk 
menyelubungi maksud-maksud, melainkan dikatakan untuk menyingkapkan 
kenyataan, dan di mana perbuatan-perbuatan tidak disalahgunakan untuk 
memerkosa dan menghancurkan, melainkan untuk menciptakan dan 
menetapkan hubungan-hubungan baru, dan dengan jalan itu menciptakan 
kenyataan-kenyataan baru.”1 2 Singkatnya, orang jadi penguasa jika apa yang 
dipikirkan sejalan dengan tindakannya.   
Akan tetapi, mengapa orang cenderung mengedepankan kekerasan 
dibandingkan dengan komunikasi? Apa yang menyebabkan kekerasan 
menguasai perilaku manusia? Menurut Erich Fromm, kekerasan itu bukan 
sesuatu yang melekat dalam diri manusia, yang bisa terealisir tanpa pengaruh 
faktor yang lain. Kekerasan itu bersumber dari situasi di mana seseorang 
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mengalami hambatan untuk bertumbuh secara baik. Keterhambatan ini 
justru membalikkan pertumbuhan positif ke tindakan kehancuran atau 
kematian. Pemahaman ini dapat kita baca lebih jauh dalam tulisan Kasdin 
Sihotang dalam Jurnal ini.  
Pandangan Fromm ini senada dengan pemahaman Arendt. Menurut 
Arendt, tulis Jeremias Jena, banalitas kejahatan terjadi karena absennya 
hubungan antara kemampuan berpikir, kemampuan membedakan yang baik 
dan yang buruk secara moral, kemampuan mengambil putusan moral, serta 
kemampuan mempertimbangkan implikasi-implikasi tindakan. Hal ini 
tampak dengan jelas dalam tindakan-tindakan yang dilakukan Eichmann 
yang senantiasa mengikuti perintah dan larangan berbagai peraturan dan 
hukum. Tindakan-tindakannya bukan berasal dari sebuah putusan moral 
yang direfleksikan secara matang dan mendalam.  
Dengan kata lain, kekerasan adalah simbol dari ketidakdewasaan 
atau ketidakmatangan seseorang karena ketidakmampuan bertumbuh 
menjadi pribadi yang semestinya. Fromm dengan tegas mengatakan bahwa 
orang yang melakukan kekerasan adalah orang yang bertindak secara tidak 
rasional. Akan tetapi, kita tetap harus menahan diri untuk menilai bahwa 
semua kekerasan itu bersifat negatif. Setidak-tidaknya Fromm sendiri 
membedakan dua macam kekerasan. Ada kekerasan yang dilakukan karena 
mempertahankan sesuatu yang berharga bagi dirinya sendiri (agresi 
defensif), dan ada juga kekerasan yang dilakukan karena ada niat untuk 
menyengsarakan orang lain (agresi destruktif).  
Keberhasilan membutuhkan perjuangan, dan perjuangan berarti 
kerja keras. Begitulah semboyan orang-orang berhasil. Di sini kita diingatkan 
untuk berhati-hati dalam melihat bahwa kekerasan itu sesuatu yang negatif. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rianto Adi, kultur kita memiliki 
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kebiasaan, adat dan tradisi yang memiliki ciri-ciri sebagaimana yang 
ditengarai sebagai bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Di sini 
bentuk-bentuk “kekerasan”, seperti melakukan makian, memarahi, atau 
menggunakan kata kasar kepada anak, seringkali dipakai orangtua untuk 
mendidik anak demi sebuah tujuan. Karena itu, “kekerasan” yang dilakukan 
orangtua tersebut bukan tindak kekerasan karena pertimbangan bahwa 
tindakan tersebut tidak dilakukan atas dasar rasa benci, dendam atau amarah 
kepada anak melainkan dilakukan atas dasar kasih sayang.  
Dalam pemahaman Fromm, kekerasan tersebut masuk dalam 
kategori agresi defensif, karena kekerasan dilakukan bukan untuk dengan 
sengaja merugikan orang lain. Demikian juga, mati raga dalam tradisi sebuah 
masyarakat yang dilakukan untuk mendisiplin diri demi sebuah tujuan, 
masuk dalam kategori kekerasan agresi defensif, karena dilakukan demi 
sebuah tujuan yang terarah pada pencapaian keberhasilan. Intinya, 
penghukuman kepada anak dengan cara memukul, menempeleng, memaki, 
sejauh hal itu tidak menyebabkan perdarahan atau membuat anak sakit, 
maka tidak dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan, demikian hasil 
riset dari Rianto Adi. Tentu harus diingat bahwa agresi defensif tidak 
bersifat tetap, namun kata Fromm, “Kalau ancaman terhadap kehidupan itu 
sendiri sudah lenyap, maka tindakan kekerasan akan berhenti.” 
 Agresi defensif berbeda sekali dengan agresi destruktif, karena 
agresi destruktif bersifat sangat merusak dan jahat. Tindakan tersebut 
bertujuan bukan menyangkut pemeliharaan kelangsungan hidup atau 
membela prinsip-prinsip kehidupan secara mendasar, tetapi hanya demi 
pemenuhan nikmat untuk menyiksa dan membunuh itu sendiri. Contoh  
paling mencolok adalah kediktatoran Hitler. Apa yang dilakukan Hitler 
untuk memusnahkan kaum Yahudi tentu saja bukan karena ingin membela 
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diri tetapi tampaknya lebih merupakan pemenuhan rasa nikmat untuk 
menyiksa dan membunuh itu sendiri. Itulah yang dilakukan para psikopat 
yang dengan nikmat dan senang menyiksa korbannya.  
Akhirnya, dapat kita simpulkan sementara bahwa kekerasan yang 
bertujuan destruktif adalah bentuk ketidakmatangan individu baik secara 
emosional maupun intelektual. 
 
Rodemeus Ristyantoro 
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